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Lahan Tidur Bisa Memenuhi Ruang Terbuka Hijau
JAKARTA - DKI Jakarta banyakyangbelum dimanfaat mudian, area hijau serta fasos- sudah diatur Peraturan Men-

dapat memanfaatkan lahan-
lahan tidur guna memenuhi
keharusan menyediakan 30
persen ruang terbuka hijau
(RTH). Usul ini disampaikan
anggota Komisi D DPRD DKI
Jakarta Justin Adrian Untayana,
Kamis (2/3).

“Pemenuban target 30 per-
sen kawasan RTH Jakarta bisa
dengan memanfaatkan lahan
tidur Ibu Kota secara maksi-
mal" ujarnya. Berdasarkan
Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) 2021 oleh Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK), valuasi
aset tanah Pemerintah Provinsi
DKI mencapai hampir 372 trili-
un. Namun aset tersebut masih

kan secara maksimal.

“Bahkan ada beberapa ta-
nah yang dikuasai pihak ketiga,
dengan luas mencapai sekitar
68 ribu meter persegi,’ jelasnya.
Ada juga ribuan bidang lahan
lain yang belum disertifikasi.
Luasnya sekitar 1.000 hektare
atau 10 juta meter persegi. jus-
tin menerangkan, target pem-
bangunan RTH sebesar 30,92
persen atau sekitar 20 ribu hek-
tare dari total luas lahan Jakar-
ta, bisa memanfaatkan lahan
tidur milik DKI Jakarta.

Menurut dia, langkah im
lebih efisien dari sisi biaya di-
bandingkan harus sepenulinya
melakukan pembebasan lahan
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baru. Justin menjelaskan, la-
han tidur atau aset tidak ber-
gerak Pemprov yang dimaksud
berupa lahan kosong, komplek
rumah dinas yang sudah tidak
terpakai atau rusak berat. Ke-

fasum untuk dapat dimanfaat-
kan sebagai RTH di Jakarta.
“Bahkan lahan tidur sesem-
pitapa pun tentuakan dapat di-
nikmati masyarakat yang mem-
butuhkan RTH, di antaranya,
banyaknya permukiman padat
yang sudah tidak beraturan,’
kata Justin. Berdasarkan infor-
masi, Justin menerangkan la-
han vang telah didistribusikan
ke beberapa dinas banyak juga
yang terbengkalai. Bahkan su-
dah diduduki pihak-pihak yang
tidak bertanggung jawab.
Semestinya Satuan Kerja Pe-
merintah Daerah juga menja-
lankan amanah penjagaan aset
di bawah kewenangannya. Ini

teri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Dae-
rah. “Jangan sampai kelalaian-
kelalaian semacam itu menjadi
ganjalan pembangunan dae-
rah,” tutur Justin,

Ketua Komisi D DPRD DKI
Jakarta, Ida Mahmudah, me-
nilai, pemenuhan 30 persen
RTH dari luas wilayah sesuai
dnegan amanat Undang-Un-
dang Nomor 26 Tahun 2007.
Menurutnya, itu mustahil ter-
capai. “Untuk RTH 30 persen
itu terlalu mustahil buar DKI.
Sebab sekarang saja RTH milik
pemda dan swasta totalnya baru
9,2 persen,” ujar Ida. @ Ant/G-1



